
 

 

BUPATI BANYUMAS 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMOR 18 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG 

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANYUMAS, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, 

termasuk pengaturan terkait belanja hibah dan bantuan 
sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja daerah; 

  b. bahwa pengaturan terkait hibah dan bantuan sosial 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan 

untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat 
terutama dalam hal pemberian hibah dan bantuan sosial 

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah yang terjamin secara kepastian hukum dan tertib 
administrasi; 

  c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib 
administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Pemberian Hibah dan Batuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banyumas; 

  d. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan 

peraturan perundang-undangan terkait, Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu dilakukan 

perubahan untuk mengakomodasi pengaturan baru 
sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II 
Huruf D Nomor 2 huruf e dan huruf f yang dibutuhkan 

guna mendukung kelancaran pelaksanaan hibah dan 
bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, 
serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan 

pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020, maka Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c perlu diubah; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

SALINAN 



Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Banyumas; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6586); 

4.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6867); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG 
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 
2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun 2022 Nomor 6) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 6, angka 8, 

angka 9, dan angka 10 diubah, serta ditambahkan 
ketentuan angka 24 dan angka 25 sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  
4. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyumas. 

6. Perangkat    Daerah   adalah  unsur pembantu Bupati 
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan 
Pemerintah Daerah. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unit kerja di 
bawah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab 

untuk mengelola keuangan Daerah. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh 

DPRD. 
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 
dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah. 

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan 

dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, 

belanja dan pembiayaan pada Perangkat Daerah. 
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen 
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan 
pada Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran. 
14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan negara yang dipisahkan. 

15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari 
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD, Badan, 
lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang 
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan 
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang 

bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan 
pemerintahan Daerah. 



17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, 
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 

terjadinya resiko sosial. 
18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang 

dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan 
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 
kelompok dan/atau masyarakat  sebagai  dampak  

krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena 
alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan 

belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan 
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya 
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima 
Hibah. 

20. Persyaratan Administrasi adalah persyaratan yang 
harus dilaksanakan oleh penerima Hibah yang 

berhubungan dengan pengumpulan, perekaman dan 
pengolahan bahan-bahan data/informasi secara 
teratur dan sistematis, sedemikian rupa sehingga 

diperoleh gambaran secara menyeluruh. 
21. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat 

BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa 
sebagai bukti penyerahan dan peralihan 

hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga 
dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah. 

22. Badan/Lembaga adalah organisasi yang dibentuk oleh 

masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang 
bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 
memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan 

oleh Bupati atau berupa kelompok masyarakat yang 
keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau 

penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala 
SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya. 

23. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang 
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara 

sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan  tujuan untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya 

tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila yang berbadan hukum 

Indonesia yang mendapatkan pengesahan badan 
hukum dari Kementerian yang membidangi urusan 

hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 



25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 
dan batas maksimal  anggaran yang diberikan kepada 

Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan 
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. 

26. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT 
adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau 

tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 
bencana alam dan bencana sosial yang tidak 
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian 

atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 
sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat 

tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam 
rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya 
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 13 

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 
melakukan evaluasi persyaratan permohonan Hibah. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk: 
a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam 

proposal dengan standar satuan harga yang 
berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan; 
b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan 

peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya 

yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan 
dengan jenis kegiatannya; 

c. memastikan keberadaan Organisasi 
Kemasyarakatan/kelompok orang yang 

mengajukan usulan Hibah supaya tidak fiktif; 
d. memastikan domisili/alamat sekretariat 

(Organisasi Kemasyarakatan/ kelompok orang) 

sebagaimana tercantum dalam proposal yang 
diajukan oleh calon penerima Hibah; 

e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan 
dana Hibah belum dilaksanakan oleh calon 

penerima Hibah; dan 
f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang 

diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain: 

1. fotokopi KTP nama Ketua Badan/Lembaga 
calon penerima Hibah; 

2. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan 
Organisasi Kemasyarakatan/kelompok orang 

atau penunjukkan/pengangkatan sebagai 
pengurus, dapat berupa akta 
notaris/keputusan 

penunjukkan/pengangkatan sebagai pengurus 
atau dokumen lainnya yang dapat 

dipertanggungjawabkan; dan 



3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tanah 
yang sah dan/atau surat pernyataan tentang 
kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah 

(dalam hal kegiatan yang diajukan merupakan 
pekerjaan konstruksi). 

(3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil evaluasi Hibah berupa 

rekomendasi kepada Ketua TAPD. 
(4) Hasil pembahasan berupa rekomendasi dapat 

dipertimbangkan, dilaporkan kepada ketua TAPD 

disertai daftar hasil evaluasi atas pengajuan proposal 
Hibah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD pemberi 

rekomendasi. 
(5) Kepala SKPD melaporkan kepada Bupati terkait 

dengan rekomendasi dan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan skala prioritas 
pada SKPD terkait. 

(6) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi 

anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. 
(7) Format evaluasi dan verifikasi Hibah tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
 

3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 28 

(1) Bantuan Sosial dapat berupa uang dan/atau barang. 
(2) Bantuan Sosial berupa barang adalah barang yang 

diberikan secara langsung kepada penerima dapat 

berbentuk: 
a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah 

luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu; 
b. bantuan makanan/pakaian kepada yatim 

piatu/tuna sosial;  
c. hewan ternak bagi kelompok masyarakat kurang 

mampu; dan 

d. barang lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 33 

(1) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta 
Lembaga non pemerintah mengajukan rencana 

permohonan belanja Bantuan Sosial secara tertulis 
kepada Bupati melalui SKPD sesuai urusan dan 

kewenangannya. 
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. bagi Lembaga non pemerintah, dibubuhi cap dan 
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau 

sebutan lain; dan 



b. bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat, 
ditandatangani oleh pemohon dan diketahui 
Lurah/Kepala Desa. 

(3) Permohonan Bantuan Sosial yang direncanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

disampaikan kepada Bupati melalui SKPD sesuai 
urusan dan kewenangannya, untuk diusulkan dan 

dianggarkan pada saat penyusunan APBD dan/atau 
Perubahan APBD. 

(4) Permohonan Bantuan Sosial yang belum 

direncanakan untuk diusulkan dan dianggarkan pada 
BTT tahun anggaran berkenaan. 

(5) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 
pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk 

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak 
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

(6) Mekanisme BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 

 
 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 2 September 2024 

Pj. BUPATI BANYUMAS, 

     ttd 

HANUNG CAHYO SAPUTRO 

Diundangkan di Purwokerto   
pada tanggal 2 September 2024 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BANYUMAS,       

             ttd 

AGUS NUR HADIE 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 

NOMOR 19 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BANYUMAS, 

 
 

 
 
 

ARIF ROHMAN, S.H., M.H. 
Pembina 

                         NIP. 197505312009031002 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 18 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG 
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

 
FORMAT EVALUASI DAN VERIFIKASI HIBAH 

KOP SKPD 
 

      Nama kota, tanggal, bulan, tahun 
Nomor  : ……………    Kepada Yth : 
Lampiran : 1 (satu) berkas  BUPATI BANYUMAS 

Perihal : Evaluasi dan Verifikasi Di 
      BANYUMAS 

 
 

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang  
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor ……… Tahun 2024 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang  

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, bersama ini dengan 

hormat kami merekomendasikan untuk pemberian Hibah sebagaimana 
terlampir. 
Demikian untuk menjadikan periksa. 

        
 

       Kepala SKPD… 
         

        Ttd 
 
 

       (Nama Lengkap) 
       NIP. …………… 

 
 

 
 
 

Pj. BUPATI BANYUMAS, 

     ttd 

HANUNG CAHYO SAPUTRO 
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